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STANDAR PELAYANAN MEKANISME 

PENCAIRAN TUNJANGAN PROFESI TUNJANGAN KHUSUS 
DAN TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PNS DAERAH 

 

No Komponen Uraian 

   

1 Dasar Hukum 1. Undang – undang Dasar 1945 Pasal 17 Ayat (3) 
2. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementrian Lembaga 
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah  
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 7 Tahun 2021 
Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan 
Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Petunjuk teknis 
Pencairan Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan 
Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah 

2  Maksud dan Tujuan  Maksud dan Tujuan Pencairan Tunjangan Guru :  
❖ Tunjangan Profesi diberikan Kepada Guru yang 

memiliki Sertifikat Pendidik 
❖ Tunajngan Khusus diberikan Kepada Guru yang 

bertugas di daerah Khusus 
❖ Tunjangan Tambahan Penghasilan diberikan Kepada 

Guru yang Belum memiliki sertifikat Pendidik 

3 Klasifikasi / Sasaran Guru PNS Daerah  

4 Persyaratan Lampiran 1. 

5 Sistem / Mekanisme dan 
Prosedur 

Lampiran 2. 

6 Jangka Waktu 
Pelaksanaan 

Per Triwulan dalam 1 Tahun Amggaran 

7 Biaya / Tarif Gratis 

8 Produk Pelayanan SKTP dan SPM  

9 Masa Berlaku Selama Yang bersangkutan Melaksanakan Tugas Sampai 
dengan Pensiun, Meninggal dunia atau Dipecat 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

No Komponen Uraian 

   

10 Kompetensi Pelaksanaan 
/ Tim Teknis 

a. Jenjang Pendidikan  : Minimal Strata 1 (S1) 
b. Pangkat : Minimal Penata Muda, III/a 
c. Jabatan : Fungsional Umum 
d. Pejabat Struktural : 

1) Kepala Dinas  
2) Kepala Bidang Ketanagaan 
3) Sekretaris Dinas 
4) Kasubah Keuangan  
5) Kepala Sekolah 
6) Operartor Sekolah 

11 Pengawasan Internal ▪ Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi 
Maluku   

▪ Kepala Bidang Ketenagaan  

12 Pelaksanaan Pelayanan  2 orang (Back Office) 

13 Evaluasi Kinerja 
Pelaksanaan 

a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi  
Maluku 

b. Sekretaris Dinas Pendidikan 
c. Kepala Bidang Ketenagaan 
d. Kasubah Keuangan 

 

 
Ambon,   Februari 2021 

 
  Plt.  Kepala Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Maluku, 
 

 
 

 
 
Dr. Ir. Insun Sangadji, M.Si 

Pembina Tk. I 
        NIP. 19610704 199203 2 001 
 

 



Lampiran : 2 
MEKANISME DAN PROSEDUR PENCAIRAN  

TUNJANGAN PROFESI, TUNJANGAN KHUSUS DAN 
TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PNS DAERAH 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Lampiran 1.  

 
TATA CARA DAN VALIDASI PENCAIRAN TUNJANGAN PROFESI, 

TUNJANGAN KHUSUS DAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS DEERAH : 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambon,   Februari 2021 
 

  Plt.  Kepala Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Provinsi Maluku, 

 
 

 
 
 

Dr. Ir. Insun Sangadji, M.Si 
Pembina Tk. I 

        NIP. 19610704 199203 2 001 
 

 
 


